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Lampiran 1. Peraturan Daerah KTR Kabupaten Soppeng

7/

Menimbang

Mengingat

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115

ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
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6

10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4276),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PP/1/2011 dan
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kawasan
Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 49);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
I Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
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Menetapkan

2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Bupati adalah Bupati Soppeng.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak.

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk
cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman
nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau
tanpa bahan tambahan.

Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau
penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk
menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang
akan dan sedang diperdagangkan.

Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah
Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan,
dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang
dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar,
pendidikan dan/atau pelatihan.

Tempat Bermain anak-anak adalah tempat atau area yang
diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.

Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang
memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk
beribadah bagi pemeluk agama secara permanen, tidak
termasuk tempat ibadah keluarga.

Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau
lebih yang disediakan untuk dipergunakan oleh masyarakat
umum dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Sarana olah raga adalah tempat atau gedung tertutup yang
diperuntukkan untuk kegiatan olah raga.

Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau
terbuka yang bergerakatau tidak bergerak yang digunakan
untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal
(gaji/upah).

Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat
diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang
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dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat,
yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu
yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya
memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau
usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB II
ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
Penetapan KTR berasaskan:

a. kesehatan manusia;

b. kemanfaatan umum;

c. keterpaduan;

d. kelestarian dan keberlanjutan;

e. partisipatif;

f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
g. keadilan;

h. perlindungan hukum;

i. keterbukaan; dan

j. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3
Penetapan KTR dimaksudkan untuk:
a. mendorong pembatasan ruang dan tempat untuk merokok; dan
b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya
budaya disiplin bagi perokok aktif untuk tidak merokok di
sembarang tempat dan memahami bahaya dan dampaknya
bagi kesehatan.
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Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan untuk:

a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;

b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat,
dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan
zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan
penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;

c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan
pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan
ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif
berupa tembakau;

d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
dan

e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5
(1

~—

KTR, meliputi;

Fasilitas pelayanan kesehatan;

tempat proses belajar mengajar;

tempat bermain anak;

tempat ibadah;

sarana olah raga;

angkutan umum,;

tempat kerja; dan

. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan
huruf ¢, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari
asap rokokhingga batas pagar terluar,

(3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai
dengan huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas
dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

F®R ™0 a0 gop

(2

-~
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(4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf b,
merupakan kawasan yang dilarang dan bebas darl anap rokok
hingga batas kucuran air darl atap paling luar kecusl di

tempat khusus untuk merokok yang telah diseainkan,

Pasal 6

(1) Setiap orang yang berada dalam KTR sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan :
a, merokok.

b. memproduksi atau membuat rokok;
¢. menjual rokok;

d. menyelenggarakan iklan rokok;

e. mempromosikan rokok; dan/atau

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b dan huruf cberlaku di dalam hingga batas terluar area atau
pagar KTR.

(3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f,
huruf g, dan huruf h dapat disediakan tempat khusus untuk
merokok.

(4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ bagi setiap orang atau badan
yang berada di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf h.

Pasal 7
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 ayat (1) huruf a, mehputi :
rumah sakit;
rumah bersalin;
poliklinik;
pusat kesehatan masyarakat;
pusat kesehatan masyarakat pembantu;
pos kesehatan desa/kelurahan;
pos pelayanan terpadu;
balai pengobatan;
tempat praktek dokter swasta;
tempat praktek bidan swasta;
laboratorium; dan/atau
tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan
kesehatan.

A L RN
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Pasal 8
Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (Hhuruf b, meliputi

sekolah;

pergurunn tinggl;

balai pendidikan dan pelatihan;
balai latihan kerja,

bimbingan belajar; dan

tempat kursus,

S aoancos

Pasal 9

Tempat bermain anak sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf ¢,
meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;
b, kelompok bermain;
€. penitipan anak;
d. taman kanak-kanak; dan
e. TPA (Taman Pengajaran Al-Quran).

Pasal 10
Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
huruf d, meliputi:
a. masjid,;
b. musholla;
c. gereja, dan/atau
d. tempat lain yang sejenis

Pasal 11
Sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
huruf e, meliputi:

a. pusat kebugaran; dan
b. sarana olah raga yang tertutup lainnya.

Pasal 12
Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
huruf f, meliputi:
a. bus umum;
b. taxi;
c. angkutan kota;
d. angkutan antar kota/kabupaten;
€. angkutan pedesaan;
f  angkutan diatas air, dan
& angkutan lainnya
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Panal 13
Tempat Kerjn sebagatmani Aimaloaud pada pasal 5 ayat (1) hurut

w, meliputy

a perkantoran Pemerintah baik wipil maupun Tentara Nanional

Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia,

b, perkantoran Pemerintah  dalam bentuk Badan Usaha  baik

Badan Usaha Milik Negara maupun Hadan Unaha Milik Daerah

dan/atau Desa atau nama lainnya;

¢ perkantoran swasta  baik berbadan  hulkum maupun  tdak

berbadan hukum,
d. industn,
e. bengkel; dan

tempat kerja lainnya.

Pasal 14

(1) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1)

huruf h, meliputi:

hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
bioskop;

terminal;

tempat rekreasi;

pusat perbelanjaan/mall;

pasar tradisional;

F®R ™0 a0 TP

pasar swalayan; dan
i. tempat umum lainnya.

-

(2

dalam Peraturan Bupati.
Pasal 15
(1

—

merokok.

(2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan

cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan
sebagaimana maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, diatur

Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan
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5AB IV
TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK
Pasal 16
(1) Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi syarat yakni .
a merupakan ruang terbuka atau ruang vang berhubungan
langsung dengan udara luar sehingga udara dapat
bersirkulasi dengan baik,
b. terpisah atau jaraknya jauh dari ruangan tempat beraktifitas,
¢. jauh dan pintu masuk dan keluar;dan
d.jauh dan tempat orang berlalu lalang; atau
e. merupakan ruangan tertutup yang dilengkapi alat pengisap
udara
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara penyediaan
tempat khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dalam

Peraturan Bupati

BABV
PENANGGUNGJAWAB KTR
Pesal 17

(1) Penanggungjawab KTR wajib menyediakan tempat khusus untuk
merokok.
(2) Selain Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penanggungjawab KTR juge wajib untuk:
a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi
yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melarang setiap orang untuk merokok di KTR yang menjadi
tanggung jawabnya;
c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau
lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok
sesuai persyaratan di pintu masuk utama dan ditempat-tempat
yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
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BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan cara :
a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan
KTR;
b. ikut serta dalam penyebarluasan informasi KTR;
¢ mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam
Pasal 5;
d. melaporkan sctiap orang yang terbukti melanggar ketentuan
dalam Pasal 5 kepadapenanggungjawab KTR;
e. ikut serta dalam mewujudkan KTR dengan menjadikan
tempat atau area yang berada di wilayahnya sebagai KTR.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk

mewujudkan KTR.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:
a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media
cetak dan elektronik;
b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan
penanggungjawab KTR; dan
c. memotivasi, membangun partisipasi dan prakarsa
masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan
melakukan kampanye KTR.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku
pada KTR.

Pasal 20
(1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas.
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{2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati
BAB VI
SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 21
(1) Setiap penanggungiawab KTR karena kelalaian dan/atau
tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, dapat dikenakan sanksi agministratif
{2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis, dan
¢. bentuk lain sesuai kewenangan Bupad.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala
SKPD/Unit Kerja, maka sanksi administratif yang dapat
wmmwpﬂ.mmm
wh&mmmdmmmm
undangan dibidang disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil
Negar
BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22
(3Y] mmmmmwmw
mmmummmwm
Wmmanwmwwm

Soba

=
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e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buku
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lam serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukn tersebut.

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana;

g menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung den memeriksa identitas seseorang dan/atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana, 'f'

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagal tersangka atau saksi, . .fl

j. menghentikan penyidikan, dan FAUOS

' k. melakukan tndakan lain yang perlu untuk m%

penyidikan tindak pidana. '
(3)mumuwmmmwmmm
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan w iy,
Perundang-undangan. £ i -0'.'*.
BAB X :
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

e

¢ }
N NI S e paL e T

Y He

f

q

d‘

ot e g mmmm '
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal : 12 Met 2017

BUPATI SOPPENG,
Diundangkan di Watansoppeng

A. KAS@RAZAK
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Mg

SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI

SELATAN NOMOR B.HK.HAM.3.35.17
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1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANFA ROKOK

UMUM
Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat

mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh
karena dalam rokok terdapat zat kimia yang dapat mengakibatkan berbagai
penyakit antara lain, kanker, jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan
lain-lain,
Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai
salah satu faktor utama pendukung terlaksananya pembangunan Indonesia
pada umumnya dan masyarakat Soppeng pada khususnya menuju hidup
sehat.
Berbagai upaya kesehatan yang dapat dilakukan menuju hidup sehat
antara lain upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan
rehabilitatif.
Untuk mendukung pelaksanaan upaya kesehatan sangat diperlukan
adanya regulasi, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang mengenai Kawasan
Tanpa Rokok, dengan tujuan :
1.Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi
masyarakat;

2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; dan

3. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk yang
diakibatkan oleh rokok.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
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Pasal 14

Avat (1)
Cukup jelas i
Ayat (2) o
Cukup jelas v
Pasal 15
Pasal 16
Avat (1) IR L e
Cukupjelas Ms"o LA
Aymt {2) 0 S *rmmﬁwm 3
Cukupjeh. st ‘f*ﬁ alig L v
. UL e Sl A‘N M‘
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Lampiran 2. Informed Content

FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MASYARAKAT

LEMBAR PENJELASAN UNTUK RESPONDEN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Mohon maaf saya menyita waktu Bapak/Ibu beberapa menit. Saya Eva Arista,
Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Konsentrasi Administrasi
Kebijakan dan Kebijakan Kesehatan bermaksud untuk meminta data/informasi kepada
Bapak/lbu terkait dengan penelitian saya dengan judul “Implementasi Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 ” Tujuan
penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Saya selaku peneliti akan menjaga
kerahasiaan identitas dan informasi yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu jika bersedia
menjadi responden, sehingga saya sangat berharap Bapak/lbu menjawab pernyataan
dengan jujur tanpa keraguan. Jika Bapak/lbu ingin jawaban yang diberikan tidak
diketahui orang lain, maka wawancara singkat bisa dilakukan secara tertutup.

Bila selama penelitian ini berlangsung atau saat wawancara singkat responden
ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal (misalnya: sakit atau ada keperluan lain
yang mendesak) maka responden dapat mengungkapkan langsung kepada peneliti.
Hal-hal yang tidak jelas dapat menghubungi saya (Eva Arista/0823-4224-4479).

Soppeng, 2024

Peneliti,

Eva Arista
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FORMULIR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

Tanggal lahir/'umur

Alamat

No. Hp

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang diberikan
mengenai apa yang dilakukan pada penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024”,
maka saya bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya mengerti bahwa pada
penelitian ini maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, dan
sebagai responden saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jujur.

Saya menjadi responden bukan karena adanya paksaan dari pihak lain, tetapi
karena keinginan saya sendiri dan tidak ada biaya yang akan ditanggungkan kepada
saya sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti.

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh dari
saya sebagai responden akan terjamin dan saya dengan ini menyetujui semua
informasi dari saya yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dipublikasikan dalam
bentuk lisan maupun tulisan dengan tidak mencantumkan nama. Bila terjadi perbedaan

pendapat di kemudian hari, kami akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Soppeng, 2024

Responden




96

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR

BUPATI SOPPENG TAHUN 2023

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Nama Informan
Usia

Jenis Kelamin
Alamat

No.telp Informan

Tanggal Wawancara

SOPPENG

Variabel

Topik Wawancara

Input

Man

- Apakah terdapat tim pengawas yang diberi
kewenangan khusus untuk mengawasi
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?

- Berapa jumlah tim pengawas KTR di Kantor
Bupati ini?

- Bagaimana pembagian tim kerja pengawas
KTR di Kantor Bupati ini?

- Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?

- Darimana sumber anggaran untuk
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?

- Digunakan untuk apa saja anggaran
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?

Material

- Apakah terdapat tanda larangan merokok di
Kantor Bupati ini?

- Bagaimana tanggapan anda mengenai
diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor
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Bupati ini?

- Menurut anda bagaimana komitmen pihak
yang berada dikawasan Kantor Bupati ini
dalam menerapkan kebijakan KTR?

- Apakah terdapat SOP yang dijadikan sebagai
acuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan
KTR di Kantor Bupati ini?

Proses

Actuating
- Apakah ada larangan merokok di kawasan
Kantor Bupati ini?
Apakah masih ada pegawai yang merokok di
dalam kawasan Kantor Bupati?
Apakah ada larangan mengklankan dan
mempromosikan produk tembkau di kawasan
Kantor Bupati?
Apakah masih ada yang mengiklankan dan
mempromosikan produk tembakau di kawasan
Kantor Bupati?
Sejak kapan tanda larangan merokok
dipasang di kawasan Kantor Bupati?
Siapa yang memasang tanda laragan merokok
di kawasan Kantor Bupati?
- Bagaimana proses pembinaan
penyelenggaraan kebijakan KTR di kawasan
Kantor Bupati?
Apakah terdapat tim satgas yang dibentuk
untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR
di kawasan Kantor Bupati?
Apakah pelaksanaan kebijakan KTR di
kawasan Kantor Bupati telah sesuai dengan
Sandar Operasionl Prosedur (SOP)? (jika ada)
- Bagaimana proses penegakan kebijakan KTR
di kawasan Kantor Bupati ini terhadap pihak
yang melnggar aturan? Apakah sanksi
administraf diberlakukan?
Apakah pihak di kawasan Kantor Bupati
pernah ditegur dan di sanksi karena tidak
memberlakukan sanksi administrative bagi
pelanggar?
Controlling
- Bagaimana penawasan yang dilakukan
pimpinan/penanggungjawab atau petugas
terhdap pelaksanaan kebijakan KTR di
kawasan Kantor Bupati?
Evaluation
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Apakah ada koordinasi dan pelaporan rutin
hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan
KTR di kawasan Kantor Bupati ari tim yang
diberi kewenangan khusus kepada
pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut?
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR

BUPATI SOPPENG TAHUN 2023

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama Informan
Usia

Jenis Kelamin
Alamat

No.telp Informan

Tanggal Wawancara

Variabel

Topik Wawancara

Input

Man

Apakah terdapat tim pengawas yang diberi
kewenangan khusus untuk mengawasi
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?

Berapa jumlah tim pengawas KTR di Kantor
Bupati ini?

Bagaimana pembagian tim kerja pengawas
KTR di Kantor Bupati ini?

Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?
Darimana sumber anggaran untuk
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?
Digunakan untuk apa saja anggaran
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?

Material

Apakah terdapat tanda larangan merokok di
Kantor Bupati ini?

Bagaimana tanggapan anda mengenai
diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor
Bupati ini?

Menurut anda bagaimana komitmen pihak
yang berada dikawasan Kantor Bupati ini
dalam menerapkan kebijakan KTR?

Apakah terdapat SOP yang dijadikan sebagai
acuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan
KTR di Kantor Bupati ini?
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Proses

Actuating

- Apakah ada larangan merokok di kawasan
Kantor Bupati ini?

- Apakah masih ada pegawai yang merokok di
dalam kawasan Kantor Bupati?

- Apakah ada larangan mengklankan dan
mempromosikan produk tembakau di kawasan
Kantor Bupati?

- Apakah masih ada yang mengiklankan dan
mempromosikan produk tembakau di kawasan
Kantor Bupati?

- Sejak kapan tanda larangan merokok
dipasang di kawasan Kantor Bupati?

- Siapa yang memasang tanda laragan merokok
di kawasan Kantor Bupati?

- Bagaimana proses pembinaan
penyelenggaraan kebijakan KTR di kawasan
Kantor Bupati?

- Apakah terdapat tim satgas yang dibentuk
untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR
di kawasan Kantor Bupati?

- Apakah pelaksanaan kebijakan KTR di
kawasan Kantor Bupati telah sesuai dengan
Sandar Operasionl Prosedur (SOP)? (jika ada)

- Bagaimana proses penegakan kebijakan KTR
di kawasan Kantor Bupati ini terhadap pihak
yang melnggar aturan? Apakah sanksi
administraf diberlakukan?

- Apakah pihak di kawasan Kantor Bupati
pernah ditegur dan di sanksi karena tidak
memberlakukan sanksi administrative bagi
pelanggar?

Controlling

- Bagaimana penawasan yang dilakukan
pimpinan/penanggungjawab atau petugas
terhdap pelaksanaan kebijakan KTR di
kawasan Kantor Bupati?

Evaluation

- Apakah ada koordinasi dan pelaporan rutin
hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan
KTR di kawasan Kantor Bupati ari tim yang
diberi kewenangan khusus kepada
pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut?
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR
BUPATI SOPPENG TAHUN 2023

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI DI KANTOR BUPATI SOPPENG

Nama Informan

Usia

Jenis Kelamin
Alamat

Jabatan

No.telp Informan
Tanggal Wawancara

Variabel

Topik Wawancara

Input

Man

Apakah terdapat tim pengawas yang diberi
kewenangan khusus untuk mengawasi
pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati
ini?

Material

Bagaimana tanggapan anda mengenai
diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor
Bupati ini?

Menurut anda, bagaimana komitmen pegawai
di Kantor Bupati dalam menerapkan kebijakan
KTR tersebut?

Proses

Actuating

Apakah anda mengetahui adanya larangan
merokok di kawasan Kantor Bupati?

Darimana anda mengetahui informasi tentang
adanya aturan larangan merokok di kawasan
Kantor Bupati?

Apakah anda pernah ditegur karena merokok
di kawasan Kantor Bupati? Jika iya, berapa
kali?

Siapakah yang menegur anda saat anda
merokok di kawasan Kantor Bupati?

Apakah bapak/ibu pernah menerima
pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR
berupa sosialisasi?
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Apakah anda pernah dikenakan sanksi
administrative  karea merokok di kawasan
Kantor Bupati?

Mengapa anda memilih patuh/tidak patuh
pada aturan kebijakan KTR di kawasan Kantor
Bupati?
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Lampiran 4. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI

Petunjuk Pengunaan Lembar Observasi:

Berilah tanda cek list () dan keterangan sesuai kondisi yang terjadi dilapangan.

Objek Yang Diamati Ya | Tidak Keterangan Dokumentasi
Ditemukan | 1. Tanda Berdasarkan hasil
tanda larangan penamatan
larangan merokok \ ditemukan bahwa
merokok berupa atribut Tanda
di stiker larangan merokok
kawasan 2. Tanda yang terpasang
kantor larangan hanya berupa
Bupati merokok N stiker dan tidak
Soppeng berupa ditemukan adanya
Banner/ tanda larangan
Spanduk merokok yang
3. Tanda berupa papan
larangan pengunguman _y” m
merokok serta banner | C.
berupa maupun  spanduk ﬁﬁ'ﬁ‘ '
papan N sebagai sarana | |
pengumum penunjang
an pelaksanaan
kebijakan KTR di
Kawasan Kantor
Bupati Soppeng.

Kesesuaian kriteria stiker Stiker tanda
tanda larangan merokok larangan merokok
yang telah terpasang di yang telah
Kantor Bupati Soppeng terpasang telah

memenuhi  kriteria
dimana  terdapat
gambar rokok yang
menyala berasap

dan lingkaran
merah yang

N disilang, dasar
hukum

pemberlakukan
Kawasan Tanpa
Rokok, sanksi yang

dikenakan,
diempatkan
disemua pintu
utama dan
ditempel di tempat-
tempat yang

strategis dan
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mudah terbaca

Terdapat tempat/ ruangan/
lokasi untuk merokok

Terdapat ruangan
khusus  merokok
namun tidak
digunakan
sebagaimana
mestinya

Tersedianya format laporan
pengawasan KTR

Tersedia  namun
tidak digunakan
sebagai pelaporan
hasi pengawasan
kebijakan KTR

Penegakan

Kebijakan KTR di
Kawasan Kantor
Bupati Soppen
tidak berpanduan
pada SOP sebagai

rujukan teknis
pelaksanaanya.
Juknis yang

digunakan dalam
pelaksanaan
kebijakan KTR
merujuk pada
Perda No. 3 Tahun
2017 kemudian
didukung juga
dengan perbup No.
58 Tahun 2017

Terdapat Standar
Operasional Prosedur
(SOP) KTR

Terdapat Kegiatan

Merokok yang dilakukan di
kawasan Kantor Bupati
Soppeng

Hasil obsevasi
menunjukkan
bahwa masih

ditemukannya
asbak di dalam
kawasan Kantor
Bupati bukti nyata
masih adanya
aktivitas merokok
yang berlangsung
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Ditemukan alat atau
barang yang mempunyai
logo yang berkaitan
dengan iklan, promosi dan
sponsor seperti tempat
tissue, poster, spanduk,
stiker dll.

Hasil observasi
menunjukkan
peneliti tidak

menemukan  alat
atau barang yang
mempunyai  logo

yang berkaitan
dengan iklan,
promosi dan
sponsor seperti
tempat tissue,

poster,  spanduk,
stiker dll.
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Lampiran 5.Surat Pengambilan Data Awal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
J1. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp (0411) 585658,
e-mail : fkm.unhas/agmail.com, website: https //fkm.unhas.ac.id/

Nomor : 25943/UN4.14.7/HM 01.01/2023 6 Oktober 2023
Lampiran:
Hal : Permohonan pengambilan data awal

Yth. Kepala Dinas Keschatan
Kabupaten Soppeng
di-
Tempat

Dengan hormat, Kami ajukan mahasiswa Jurusan Administrasi dan Kebijakan Keschatan Fakultas
Keschatan Masyarakat Universitas Hasanuddin :

Nama : Eva Arista
NIM :K011201097

Bermaksud untuk melakukan penelitian di Kantor Bupati Soppeng dalam rangka penyusunan
Proposal Pencliuan dengan judul penelitian :

“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun
2023

Untuk proses ini, kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami
melakukan pengambilan data awal berupa:

1. Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok

2. Data perokok di Kabupaten Soppeng

3. Data permasalahan rokok di Kabupaten Soppeng

4. Lokasi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasth

an. Dekan

Ketua Departemen Adm. Kebijakan
Keschatan (AKK) Fakultas Keschatan
Masyarakat

Tembusan:

-Dekan sebagai laporan
-Arsip

Dr. H. Muhammad Alwy Arifin, M.Kes.
NIP :19640708 199103 1 002

s an

& Yo
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Lampiran 6.Surat Izin Peneitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
JI. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp.(0411) 585658,
e-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: https://fkm.unhas.ac.id/

Nomor : 27939/UN4.14.1/PT.01.04/2023 20 Desember 2023
Lampiran: | (Satu) Lembar
Hal : Izin Penclitian

Y th. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng
Cq. Bidang Penyelenggarnan Pelayanan Perizinan
di-Soppeng

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Keschatan Masyarakat Universitas
Hasanuddin bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan sknipsi.
Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya bantuan Bapak dapat memberikan izin untuk

penelitian kepada:

Nama mahasiswa : EVA ARISTA

Nomor Pokok : K011201097

Program Studi : 81 - Kesehatan Masyarakat

Departemen : Administrasi dan Kebijakan Keschatan

Judul Penelitian : Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor
Bupati Soppeng Tahun 2024.

Lokasi Penelitian : Kantor Bupati Kab. Soppeng

Tim Pembimbing : 1. Dian Saputra Marzuki, S.KM., M.Kes

2. St. Rosmanely, S XM, M.KM

Demikian surat permohonan izin ini, atas bantuan dan kerjosama yang baik kami sampaikan
banyak terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan

e

T ) ( A
e
Dr. Wahiduddin, S.KM., M. Kes

Tembusan : NIP 19760407 200501 1 004

1. Dekan (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi S| Kesehatan Masyarakat

3. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan

4. Mahasiswa yang bersangkutan

1AS-anz

e -
ey Gy
s s band 1 U0 ITE Mo 11 T 2008 Pras 8 Ayt 1) e Swvwms Dok £ porg e " o YKAN
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Catatan
* WU ITE Mo, 11 Tahun 2008 Pasal S Ayat | mmmmwmmummmm

-Munm-mm yang %q
* Surat ¥ dapet dengan *an pade QR Coce

DANIDADNADNADNA DA DA DA DADNI DDA D]
il alal ol ot ol T 1ol il gl gl gl
(b) SRN C00005201
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. Salovumge N 2 Tl 0084 20700 Waransoppeng 90812
IZIN PENELITIA
Nomor : 13/IP/DPMPTNT/1/2024
DASAR 1. Surat Permohonan  EVA ARISTA Tanggal 09-01-2024
2 Rehomendasi dari BAPPELITBANGDA
Nomor 20/1P/REK-T.TEKNIS/BAP/1/2024 Tanggal 11-01-2024
MENGIZINKAN
KEPADA
NAMA { EVA ARISTA
UNIVERSITAS/ : UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA
Jurusan : KESEHATAN MASYARAKAT
ALAMAT : DESA SOGA
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR BUPATI

KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024

LOKASI PENELITIAN : KANTOR BUPATI SOPPENG

JENIS PENELITIAN . KUALITATIF

LAMA PENELITIAN - 15 Januari 2024 s.d 15 Pebruari 2024

Ummmwwmmmwummmammtmum
pelanggaran sesual ket P

OR

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 11 Januari 2024
An, BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS

ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007

Biaya: Rp. 0,00

A0 DA DDA DI DI DA DA DA DA DA DADADADNID
alalalalalalal ol ol ol ol ol o] o1 0] 4

OO0000000000000000000000000000

Wllﬁln‘
tlektronik
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Lampiran 7. Matrix Wawancara

MATRIKS HASIL WAWANCARA

INPUT
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1. Apakah terdapat tim AB “Pengawasan sejauh ini | Sebagaian besar | Dapat disimpulkan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh satpol | informan mengatakan | untuk mengawasi jalannya
diberi kewenangan PP dan juga di kantor | bahwa pengawasan | peraturan daerah KTR di
khusus untuk bupati kami kerjasama | pelaksanaan kebijakan | Kantor Bupati Soppeng, pihak
mengawasi dengan bagian hukum. | KTR di kantor Bupati | Dinas Kesehatan memberi
pelaksanaan kebijakan Sedangkan di Dinas | itu dilakukan oleh | kewenangan khusus pada
KTR di Kantor Bupati ? Kesehatan penanggung | Satuan Polisi Pamong | Satuan Polisi Pamong Praja
jawab untuk program | Praja sebagai pengawas. Namun
Kawasan tanpa rokok untuk tim satgas secara khusus
itu saya sendiri” yang bertugas mengawasi
jalan perda KTR tersebut di
ID “ltukan sebetulnya kantor bupati belum ada hal ini
kewenangan Pol PP ” menyebabkan fungsi
H “Ada terdiri dari 12 pengawasan KTR tidak
orang anggota Satuan dijalankan secara maksimal.
Polisi Pamong Praja”
AH “Ya sejauh ini kalau
pengawasan dari Po
Pp”
A “Kalau berbicara tim

sepertinya belum ada
terbentuk karena
kemarin Pergub dan
Perdanya hanya
melibatkan beberapa
SKPD yang tergabung
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artinya khusus untuk
pengawasan dilakukan

oleh  Satuan Polisi
Pamong Paja
khususnya dibidang
Perda, dalam perda
tersebut setidaknya ada
anggota yang
mengawasi

implementasi Kebijakan
KTR. Untuk tim khusus
belum ada”

Apakah ada anggaran

yang dialokasikan
untuk pelaksanaan
kebijakan KTR di

kantor Bupati?

AB

“‘Untuk  penganggaran
yang dialokasikan untuk
pelaksanaan kebijakan
itu  sendiri setiap
pukesmas
menganggarkan untuk
program tersebut,
namun untuk dikantor
bupati sendiri
sepertinya belum ada
anggaran yang
dialokasikan khusus”

“Belum ada”

“‘Ada”

AH

“‘Ada, sumber dananya
dari anggaran APBD

dananya untuk
mencetak banner besar
tanda larangan

merokok itu ada juga

Sebagian besar
informan mengatakan
bahwa ada anggaran

untuk pengadaan
tanda larangan
merokok di  kantor
bupati Soppeng.
Namun belum ada
anggaran yang
dialokasikan secara
khusus pada

pelaksanaan kebijakan
tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa
belum ada anggaran yang
dialokasikan  khusus  untuk
pelaksanaan kebijakan KTR di
Kantor Bupati Soppeng. Selain
itu, anggaran untuk
penyelenggaraan KTR seperti
pengadaan tanda larangan
merokok berupa stiker yang
telah ditempel di kawasan
kantor bupati diperoleh dari
dana APBD.
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stiker yang ditempel di
setiap instansi tapi di
kantor bupati tidak ada

yang banner besar
hanya stiker”
A “‘Ada”
Apakah terdapat tanda AB “‘Ada, tanda larangan | Seluruh informan | Dapat diimpulkan bahwa sudah
larangan merokok di merokok yang dipasang | mengatakan  bahwa | ada anda larangan merokok
kantor bupati? berupa stiker sudah ada | sudah ada tanda | berupa stiker ang terpasang
itu yang ditempel” larangan merokok yan | akan tetapi belum ada tanda
ID “Banyak, stiker sudah | dipasang berupa stiker | larangan merokok yang
diempel sejak tahun terpasang berupa papan
20177 pengunguman, banner maupun
H “Ada dia bentuk Stiker- spanduk di kawasan kantor
Stiker yang ditempel” bupati Soppeng.
AH “Ada yang ditempel bisa
diliat itu depan pintu
ada”
A “Tanda larangan
merokok sudah banyak
yang dipasang hampir
semua depan-depan
ruangan disini”
Bagaimana tanggapan AB “Menurut saya | Sebagian besar | Dapat kita simpukan bahwa

anda mengenai
diberlakukannya
kebijakan KTR di

Kantor Bupati ini?

pelaksanaan kebijakan
ini sangat baik dalam
mecegah penyakit yang
disebabkan oleh rokok.
Namun dalam
pengimplementasiannya

program ini belum
berjalan dengan
maksimal”

informan mengatakan
bahwa kebijakan ini
sangat baik mengingat
bahaya paparan asap
rokok. Namun, dalam
pengimplementasiann
ya program ini belum
bejalan maksimal di
kawasan kantor bupati

informan beranggapan bahwa
pengimplentasian program
KTR di kawasan kantor bupati
tidak berjalan denan maksimal.
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“Masih Kurang”

“Sudah bagus”

“Sangat baik ya hanya
saja masih pro kontra”

“Sangat Bagus, karena
di dunia kesehatan
pada umumnya rokok
sangat berbahaya
apalagi bagi orang yang
tidak paham dampak
terakit paparan asap
rokok untuk perokok
pasif itu lebih berbahaya
daripada yang perokok
aktif, makanya kami
sangat mengapresiasi
adanya Perda dan
Perbup tentang KTR
tersebut”

Soppeng.

Menurut anda
bagaimana komitmen
pihak yang berada
dikawasan Kantor
Bupati ini dalam
menerapkan kebijakan
KTR?

AB

‘Dalam penerapannya
ya masih dikatakan
sagat kurang kepatuhan
pegawai terkait dengan
program KTR ini”

‘Rata-rata mendukung
sih apalagi pihak yang
terlibat langsung untuk
pelaksanaan KTR ini
dan perempuan yang
tidak merokok”

Sebagian besar
informan mengatakan
bahwa komitmen
pegawai terkait
kebijakan ini masih
kurang serta menuai
pro dan kontra. Hal ini

disebabkan masih
kurang penyediaan
tempat khusus

merokok jadi beberapa

Dapat kita simpulkan bahwa
komitmen beberapa pihak di
kawasan kantor bupai masih
kurang.
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“Sangat Bagus, karena
pada umumnya rokok
sangat berbahaya
apalagi bagi orang yang
tidak paham dampak
terkait paparan asap
rokok untuk perokok
pasif, makanya kami
sangat mengapresiasi
adanya Perda dan
Perbup tentang KTR
tersebut”

AH

“‘Masih ada pro dan ada
juga yang kontra”

“Masalah komitmen
masih tumpang tindih
juga karena

terkendalanya tempat-
tempat disetiap kantor
masih kurang
menyediakan  tempak
khusus merokok, jadi

imbasnya perokok
menyalakan rokok di
tempat yang
sebenarnya sudah
dilarang artinya

pelaksanaan

implementasi KTR ini
masih belum maksimal
salah satunya mungkin
karena terkendala dana
atau anggota ya seperti

pegawai masih bebas
melakukan aktifitas
merokok.
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itu intinya
pelaksanaannya belum
masimal lah.

perda pebub KTR ini
erkhusus di kator
Satuan Polsi Pamong

Apakah terdapat SOP AB “Tidak ada, kita | Sebagian informan | Dapat disimpulkan bahwa tidak
yang dijadikan sebagai mengacu pada | mngatakan bahwa | ada standar operational
acuan teknis dalam program, kami | tidak ada standar | prosedur (SOP) sebagai acuan
pelaksanaan kebijakan melakukan sosialisasi | operasional prosedu | tekni pelaksanaan kebijakan
KTR di Kantor Bupati saja  sesuai  juknis | (SOP) vyang dirujuk | KTR di Kantor Bupati Soppeng.
ini? program” ssebagai acuan teknis
ID “Sesuai Perda dan | pelaksanaan kebijakan
Perbup” KTR ini.
Pelaksanaanya
H “Ada” kebijakan tersebut
AH | “Untuk SOP di dinas | Mengacu pada perda
kesehatan kalau | Yang ada.
penegakannya disini”
A “Pelaksanaanya
mengacu pada Perda”
PROSES
No. Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1. Apakah ada larangan AB “‘Ada” Semua informan | Dapat disimpulkan bahwa ada
merokok di kawasan mengatakan  bahwa | sudah ada larangan merokok di
Kantor Bupati ini? r > terdapat larngan | kawasan kantor bupati
ID lya ada .
L merokok di kawasan | Soppeng.
H Ada kantor bupati
AH | “Ada’ Soppeng.
A “‘“Ah awal terbentuk
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Prajja itu mengadaan
sosialisasi di seluruh di
bahkan bisa kita bilang
seluruh  wilayah  di
kabupaten soppeng
bahka di tempat-tempat
kecil di sekolah pelosok
di tempat umum sudah
ditempeli semacam
stiker sosialisasi KTR,
bahkan juga di ruangan
ruang disini  sudah
dipasang stiker KTR
artinya apa bahwa
sosialisasi harusnya
memberikan
pemahaman kepada
masyarakat bahwa ada
tempat yang memang
dilarang untuk
menyalakan rokok
karena apa ya sepert
yang awalnya saya
katakan bahwa untuk
meminimalisir penyakit
atau apapun yang bisa
menyebabkan
masyarakat kita terkena
dampak dari asap
rokok”
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Apakah masih ada AB “Masih Ada” Semua informan | Dapa  disimpulkan  bahwa
pegawai yang mengatakan  bahwa | masih ada pengawai yang
merokok di dalam masih banyak pegawai | merokok merokok di kawasan
kawasan Kantor yang mlakukan | kantor bupati Soppeng.
Bupati? ID “lya masih ada” aktivias merokok
merokok di kawasan
H “Masih banyak di depan | kantor bupati
ruangan ada” Soppeng.
AH “‘Banyak, makanya itu
banyak pro dan kontra”
A “lye masih”
Apakah masih ada AB “Ya  benar, karena | Semua infoman | Dapat disimpulkan bahwa tidak
yang mengiklankan didalam kebjakan KTR | mengatakan  bahwa | ada iklan dan promosi produk
dan mempromosikan itu sendiri sudah | tidak ada yang | tembakau di kawasan kantor
produk tembakau di dijabarkan bahwa tidak | melakukan penjualan, | bupati Soppeng.
kawasan Kantor boleh mempromosikan, | mengiklankan
Bupati? mengiklankan maupun | mempromosikan,
menjual dan sebagainya | produk tembakau
dan tidak diperbolehkan | dikawasan kantor
ada pada kawasan | bupati Soppeng.
perkantoran dan
sekolah jelas tidak
diperbolehkan akan
tetapi implementasinya
masih belum maksimal”
ID “lya tidak ada dek yang
menjual maupun
mengiklankan poduk
temakau disini”
H “Tidak ada”
AH “Kalo disini nda ada”
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A “Kalau itu tidak ada dek”
Sejak kapan tanda AB “‘Perda dan  Pebup | Sebagian besar | Dapa disimpulkan bahwa tanda
larangan merokok menegnai KTR sudah | informan mengatakan | laranan merokok berupa stiker
dipasang di kawasan diberlakukan sejak | bahwa tanda larangan | sudah dipasang sejak tahun
Kantor Bupati? tahun 2017 dan sudah | merokok di kawasan | 2018 di kawasan kantor bupati
ada dipasang | kantor bupati | Soppeng.
sepertinya disana” Soppeng.sudah
ID “Sejak tahun 2017” dipasang sejak tahun
2018
H “2018 sepertinya sudah
ada”
AH “Di perdanya di sahkan
di tahun 2017 dan
disosialisasikan  pada
tahun  berikutnya di
tahun 2018”
A “Tahun 2018 kalau idak
salah”
Bagaimana proses AB ‘Belum  ada, kami | Sebagian infoman | Dapat disimpulkan kita
pembinaan memfasilitasi jika | mengatakan  bahwa | simpulkan bahwa tidak ada
penyelenggaraan dimintai menjadi | belum ada sosialisasi | proses pembinaan
kebijakan KTR  di narasumber untuk | yang dilakukan khusus | penyelenggaraan kebijakan
kawasan Kantor pelaksanaan sosialisasi | pada program KTR | KTR di kawasan kantor bupati
Bupati? namun untuk dana ada | hanya ada stiker tanda | Soppeng.
pada bagian hukum di | laanan merokok yang
kantor bupati tersebut” dipaang sebagai
ID “Untuk progam KTR ini | media informasi
pembinaannya itu ada | terhadap kebijakan
yang dipasang bisa | KTR di  kawasan
diihat itu di depan | kantor bupati
banyak stiker larangan | Soppeng.
merokok nah itu

sebagai media informasi
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kita disini”

“Ada sosialisasi”

AH

‘lya ada, kemarin dari
pemprov datang disini
sebelum diterapkan ini
perda ada pengawasan
dari pemprov. Karena
ini dek perda KTR
turunan dari peraturan
presiden, peraturan
menteri kesehatan turun
ke Kabupaten/Kota jadi
semua kabupaten wajib
menerapkan perda
Kawasan Tanpa Rokok”

“‘Ah ini jga sebetulnya
kurang koordinasi dari
segi kesehatan tidak
terlalu kalau kita
kembalkan ke tupoksi
masing-masing Pol PP
itu hanya batasnya
mengawasi dan
pelaksanaan perda, itu
hanya mengawasi saja
artinya apa... sosialisasi
harusnya lebih lagi
membahas tentang
bahaya rokok tersebut
nnti_ kita dari satuan
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mengawai pelaksanaan
tersebut kalaupun harus

diberlakukan denda
sesuai dengan perda
kita harusnya

memberlakukan denda
cuman sekarang dari

awal saya bilang
pelaksanaanya belum
maksimal apakah
terkendala dana
misalnya atau
kurangnya kesadaran
misalnya.”
Apakah terdapat tim AB “Tidak Ada” Sebagian besar | Dapat kita simpulkan bahwa
satgas yang dibentuk informan mengatakan | tidak tim satgas yang secara
untuk mengawasi D “Ada juga setiap kepala bahwa tidak ada tim | khusus mengawasi
pelaksanaan kebijakan bagian dsini awasi dan satgas secra khusus | pelaksanaan kebijakan KTR.
KTR i kawasan pantau pegawai- mengawasi Seiap kepala bagian jugan
Kantor Bupati? pegawai di ruangan di pelaksanaan kebijakan | anggota satpol PP mengawasi
Bagaimana kawasan kantor bupati KTR. Namun seiap | pelaksanaan kebijakan KTR di
pengawasannya? besih asap rokok” (ID) kepala _ bagian | kawasan kantor bupati
H “Kami dari Pol PP yang | Mengawasi dan | Soppeng.
bertugas mengawasi memantau pegawal.
untuk perda KTR disini _Selam tu pengawasan
ya biasanya kami | Juga dilakukan oleh
keliing di sekitaran di | SaPol PP khususnya
sini” di bidang perda.
AH “Dari satuan ada”
A “Pengawasan dilakukan

Polisi
Paja

oleh Satuan
Pamong
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khususnya dibidang
Perda, dalam perda
tersebut setidaknya ada
anggota yang
mengawasi
implementasi Kebijakan
KTR. Untuk tim khusus
belum ada. Tapi kami
tetap pantau kalau
dapat pasti diegur”

Apakah pelaksanaan AB “‘Pelaksanaan program | Semua informan | Dapat dsimpulkan bahwa tidak
kebijakan KTR di KTR ini telah berjalan | mengatakan  bahwa | ada SOP yang dijadikan
kawasan Kantor sesuai juknis” pelaksanaan kebijakan | sebagai acuan teknis
Bupati telah sesuai KTR berjalan tanpa | pelaksanaan kebijakan KTR di
dengan Sandar adanyan SOP sebagai | kawasan Kantor Bupati
Operasionl  Prosedur ID “Pelaksanaannya belum | acuan tekniksny.a
(SOP)? (jika ada) maksimal”
H “Belum maksimal
pelaksanaannya ya
masih kurang, SOP nya
dari dinas kesehatan”
AH “Tidak”
A “Belum dek”
Bagaimana proses AB “Sanksi admiistratif | Semuan informan | Dapat disimpulkan bahwa tidak
penegakan kebijakan belum diberlakukaan | mengatakan  bahwa | ada sanksi administratif yang
KTR i kawasan dan hanya berupa | tsanksi beum | diberlakukan dalam proses
Kantor  Bupati ini teguran saja  pada | diterapkan kepada | penegakan kebijakan KTR di
terhadap pihak yang pelanggar” para pelanggar. kawasan Kantor Bupati ini
melanggar aturan? ID “Belum” terhadap pihak yang
Apakah sanksi melanggar aturan.
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administraf
diberlakukan?

“Sanksi belum pernah”

AH

“Sanski administatif
belum bisa susah paling
kami melakukan
pengawasan

memberikan teguran
ketika menemukan
puntung rokok dan
asbak mengarahkan
bagaimana kedisiplinan
supaya merokok
ditempat-tempat  yang
disediakan”

“Belum, sanksi belum
pernah diterapkan
hanya berupa teguran
untuk saknsi  belum,
karena apa... seperti
tadi turunan dari aturan
trsebut belum pernah
kita  aplikasikan  di
lapangan jadi seperti
bisa dibilang
pelaksanaan KTR ini
belum maksimal, tapi
nsya Allah kedepannya
kita akan lebih mengkaji
dan dan akan kita
laksanakan sesuai
dengan peda yang ada”
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9. Apakah pihak di AB “Belum” Sebagian besar | Dapat kita simpulkan bahwa
kawasan Kantor informan mengatakan | pihak dikawasan kantor bupati
Bupati pernah ditegur bahwa belum pernah | tidak pernh ditegur dan di
dan di sanksi karena - - ditegur dan di sanksi | sanksi karena tidak
tidak memberlakukan ID Belum karena tidak | memberlakukan sanksi
sanksi administrative mempberlakukan administrtatif bagi pelanggar.
bagi pelanggar? H “‘Nda pernah” sanks administratif

AH “Pernah” bagi para pelanggar.
A “Selama ini belum”

10. | Bagaimana AB “Pengawasan sesuai | Sebagian besar | Dapat kita simpulkan bahwa
pengawasan yang tupoksi bahwa yang | informan mengatakan | pengawasan yang dilakukan
dilakukan bertanggung jawab | bahwa pimpinan/penanggungjawab
pimpinan/penanggungj untuk penerapan KTR di | penanggungjawab atau petugas terhadap
awab atau petugas setiap instansi adalah | atau petugas terhadap | pelaksanaan kebijakan KTR di
terhdap pelaksanaan kepala instansinya” pelaksanaan kbijakan | kawasan kantor bupati masih
kebijakan KTR  di i KTR masih kurang | kurang dalam penawasan dan
kawasan Kantor ID “Ya, dia bertanggung | pengontrolan pengontrolan sehingga
Bupati? jawab sesuai Perda ada | skibatnya masih | masihbanyak ditemukan

Kepala Dinas, Kepala | panyak yang | pelanggaran.
Bagian juga. | melakukan
Pengawasan sama | pelanggaran.
Satpol PP tapi ya begitu
masih kurang di kontrol
akibatnya masih bayak
melanggar”
H “Sudah bagus”
AH “Kami mengawasi untuk
pelanggar kalau didapat
akan ditegur”
A “Untuk pengawasan
sudah bagus, karena
dasar tugas kami
adalah penegak
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peraturan daerah jadi
perda apapun yang
terbentuk harus kami
laksanakan dan harus
kita  patuhi karena
memang tugas pokok
dari Satpol PP adalah

penegak Perda
termasuk kebijakan
KTR karena garda

terdepan Perda adalah
Polisi Pamong Praja.”

11. | Apakah ada koordinasi AB “Tidak ada” Semua informan | Dapat disimpulkan bahwa tidak
dan pelaporan rutin mengatakan  bahwa | ada koordinasi dan pelaporan
hasil pelaksanaan dan ID “Belum ada itu” tidak ada koordinasi | rutin hasil pelaksanaan dan
pengawasan kebijakan dan pelaporan rutin | pengawasan kebijkan KTR di
KTR i kawasan hasil pelaksanaan dan | kawasan kantor bupati
Kantor Bupati yang pengawasan kebijkan | Soppeng yang diberi
diberi kewenangan H “Belum ada pelaporan KTR i _kawasan k_ewe_nangan khusus_ kepada
khusus kepada sejauh ini” kantor bupati Soppeng | pimpinan/penanggungjawab
pimpinan/penanggungj « » yang diberi | KTR tersebut.
awab KTR tersebut? AH “Pelaporan nda ada kewenangan  khusus

A Laporanm’{a... eh kepada
belum ada pimpinan/penanggungj
awab KTR tersebut.
MATRIKS WAWANCARA UNTUK PEGAWAI DI KANTOR BUPATI KABUPATEN SOPPENG
INPUT
No | Pertanyaan | Informan | Jawaban Reduksi Kesimpulan
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Apakah terdapat tim IH “Tidak Ada” Semua informan Dapat disimpulkan bahwa
pengawas yang diberi S “Kurang tahu juga” mengatakan bahwa tidak ada tim tim pengawas
kewenangan khusus i tidak ada tim yang diberi kewenangan
untuk mengawasi R “Tidak ada” pengawasan. khusus untuk mengawasi
pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan KTR di
K'_I'R di Kantor Bupati RN “Nda tau tapi keknya Kantor Bupati Soppeng.
ini’? nda ada”
Menurut anda, IH “‘Pelaksanaanya belum | Sebagian besar Dapat disimpulkan bahwa
bagaimana komitmen maksimal* informan mengtakan komitmen pegawai di Kantor
pegawai di Kantor S “Begini dinda seperti | bahwa komitmen Bupati dalam menerapkan
Bupati dalam yang saya tekankan tadi | pegawai sangat kebijakan KTR tersebut masih
menerapkan kebijakan bahwa untuk kepatuhan | kurang masih banyak kurang.
KTR tersebut? dan komitmen harus | pegawai yang
dimulai dari hulunya | melakukan akivitas
maka bawahan akan | merokok di kawasan
mengikuti” kantor Bupat.
R “‘Masih  banyak yang
merokok disini masih
bebas juga merokok itu
ruangan khusus
merokok tidak
digunakan”
RN “Kurang sekali”
PROSES
Apakah Apakah anda IH “Biasanya kami kumpul | Sebaagian besar Dapat disimpulkan bahwa
mengetahui  adanya disini ada dari dinas | informan mengatakan | infroman telah mengetahui
larangan merokok di kesehatan ada juga | bahwa mereka adanya laangan merokok di
kawasan Kantor pihak dari RSUD | mengetahui adanya kawasan Kantor Bupati.
Bupati? Latemmamala beserta | laranan merokok.
jajarannya itu

disosialisasikan. Namun

124



belum ada sosialisasi

secara formal yang
dilakukan”
S “lya tahu”
R “lya disini juga sudah
disediakan tempat
khusus merokok”
RN “Tahu®
Darimana anda IH “Perdanya” Sebagaian besar Dapat disimpulkan bahwa
mengetahui informasi S “Jelas itu ada memang informan mengatakan | sebgian be_sa_rmformqn
tentang adanya aturan stiker-stiker it bahwa mereka mnegetahui informasi tentang
larangan merokok di - (s~ | Mengeahui adanya adanya aturan larangan
semacam inie stop | . . .
kawasan Kantor . infomasi larangan merokok di kawasan Kantor
: merokok’ iu ada toh. o . )
Bupati? . . merokok melalui stiker | Bupati melalui tanda larangan
Ada juga itu yang besar .
o , . | tanda larangan merokok ang telah dipasang.
dilaang merokok’ tapi merokok vana telah
nda tau sekarang” . yang
R “Dari teman disini” dipasang di beberapa
tempat.
RN “Dari stiker tanda
larangan merokok yang
ditmpel”
Apakah anda pernah IH “Tidak. Disini kalau ada | Sebagian besar Dapat disimpulkan bahwa
ditegur karena pegawai yang | informan menyatakan | informan mengatakan tidak
merokok di kawasan membuang puntung | bahwa mereka tidak pernah ditegur karena
Kantor Bupati? Jika rokok sembarangan | pernah ditegur. melakukan aktivitas merokok
iya, berapa kali? rokok ya ditegur di kawasan Kantor Bupati.
biasanya yang menegur
saya, tetapi untuk
merokoknya sendiri,
tidak”
S ‘Kalau di secretariat
daerah dinda tidak

pernah, kalau dirumah
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ya jelas istri dan anak

melarang”
R “Pernah”
RN -
Siapakah yang IH -
menegur anda saat S -
anda  merokok  di N
kawasan Kantor R “Pimpinan atau Kepala
Bupati? Bagian”
RN -
Apakah bapak/ibu IH “Belum, mungkin diawal | Semua informan Dapat disimpulkan bahwa
pernah menerima penerapan perdanya | mengatakan bahwa informan tidak pernah
pembinaan sepertinya ada tapi saya | mereka belum pernah | menerima pembinaan
penyelenggaraan masuk disini tahun 2019 | meneima pembinaan penyelenggaraan kebijakan
kebijakan KTR berupa saya pindahan juga dari | berupa sosialisasi. KTR berupa sosialisasi di
sosialisasi? Sidrap” kwasan Kantor Bupai
S “Tidak pernah, karena Soppeng.
yang saya liat biar
diberikan semacam
sosialisasi apapun jika
orangnya yang tidak
mau berubah ya susah
dinda”
R “‘Belum”
RN “Tidak pernah”
Apakah anda pernah IH “Belum ada” Semua informan Dapat disimpulkan bahwa
dikenakan sanksi S “Selama saya disini | Mengatakan bahwa sanksi administratif belum
administratif karea belum pernah’ mereka tidak pernah diterapkan kepada pelanggar
merokok di kawasan R “Tidak Pernah” dikenakan sanksi yang melakukan pelanggaran
Kantor Bupati? administratif dikawasan kantor bupati
RN - Soppeng.
Mengapa anda IH “Karena kebiasaan | Sebagian besar
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memilih patuh/tidak
patuh pada aturan
kebijakan KTR  di
kawasan Kantor
Bupati?

merokok  itu  susah
diubah, disini  juga
sudah ada ruangan
khusus merokok namun
belum digunakan
sebagaimana mestinya”

“Karena ya itumi
bentukta menhargai
yang tidak  merokok
disini dinda. Disini itu
seperti yang sudah saya
bilang tadi dinda
aktivitas merokok yang
dilakukan bawahan
mengikuti atasan ketika
hulunya sudah patuh
bawahan pasti
mengikuti”

“‘Masih  banyak yang
tidak pernah ditegur jadi
masih ada  merokok
tidak di tempat khusus
merokok”

RN

“Karena tergaggu juga
kalo ruangan ada asap
rokoknya”

informan mengatakan
bahwa
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